BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah
dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisa deskriptif jawaban responden dapat
disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan pada Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo diperoleh sebesar 1653 skor
presentase 68.88% dengan kategori Cukup. Dari kelima indikator yang
digunakan dalam mengukur variabel implementasi pengelolaan
keuangan, dapat dilihat indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah
indikator pertanggungjawaban/pengawasan yaitu sebesar 78.50%,
sedangkan yang memiliki nilai terendah adalah indikator pelaporan
dengan presentase 59.78% dan indikator pelaksanaan sebesar
61.33%. Berdasarkan hasil tersebut implementasi pengelolaan
keuangan pada KPU Provinsi Gorontalo masih cukup rendah, hal ini
terlihat ada 2 indikator dari implementasi pengelolaan keuangan yang
memiliki skor rendah.
2. Berdasarkan hasil analisa deskriptif jawaban responden kualitas
laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
diperoleh sebesar 1170 skor presentase 78% dengan kategori tinggi.
dari keempat indikator yang digunakan dalam mengukur variabel

kualitas laporan keuangan, yang memiliki skor tertinggi adalah



indikator dapat dipahami yaitu sebesar 87% dan dua indikator yang
memiliki nilai terendah adalah indikator andal dengan presentase
68.67% dan indikator dapat dibandingkan dengan skor 57.33%.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa
implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan pada KPU Provinsi Gorontalo. Implementasi
pengelolaan keuangan mampu memberikan kontribusi atau pengaruh
sebesar 58% terhadap kualitas laporan keuangan pada KPU Provinsi
Gorontalo. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 42% dijelaskan variabel
lain yang tidak diikutserkan dalam penelitian ini. Koefisien regresi
menunjukan variabel X (implementasi pengelolaan keuangan)
diperoleh dengan arah koefisien positif yang menunjukkan bahwa
semakin baik implementasi pengelolaan keuangan akan membuat
kualitas laporan keuangan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah
implementasi pengelolaan keuangan akan membuat kualitas laporan
keuangan makin rendah.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran
sebagai bahan evaluasi, Bagi KPU provinsi Gorontalo.

1. KPU Provinsi Gorontalo masih perlu adanya peningkatan
pengelolaan keuangan terutama terkait dengan pelaksaan dan
pelaporan keuangan. Sehingga itu pada pegawai yang berpendidikan

akuntansi dilakukan peningkatan kualitas SDM vyaitu melalui



peningkatan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pelaporan
keuangan supaya pengelolan keuangan dapat berjalan lebih baik lagi.
2. KPU Provinsi Gorontalo masih perlu adanya peningkatan kualitas
laporan keuangan terutama dalam hal keandalan dan perbandingan
laporan keuangan. Sehingga itu KPU Provinsi Gorontalo sebaiknya
lebih  memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas
laporan keuangan misalnya didalam laporan keuangan harus
menyajikan semua transaksi sejara jujur sesuai dengan RKA yang
telah direncanakan dan harus berdasarkan standar akuntansi yang
berlaku.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel-
variabel lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
seperti sistem pengendalian intern, perapan SAP dan sumber daya

yang dimiliki.
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